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BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PER4.TUR4.N BUPATI MAJ~'.ENGKA

NOMOR5 TAHUN2017

TENTANG

TAHUN2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 1 TABUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TABUN 2017

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menirnbang a. bahwa berdasarkan Naskah PeIjanjian Hibah BOS Pusat
Tahun Anggaran 2017 Antara Gubemur Jawa Barat dan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Nomor :
978.3/2444-Set.Disdik dan Nomor : 978/174 Disdik
tanggal 25 Januari 2017, Pemerintah Kabupaten
Majalengka melalui Satuan Pendidikan Dasar Negeri
mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional SekoIah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan .dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemnjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini, penyaiuran'1Dana Alokasi Khusus (OAK)Non
Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (BOPPAUD)dilaksanakan menggunakan
mekanisme Non tunai mela1ui belanja langsung untuk
PAUDNegeri dan belanja tidak Iangsung kepada Satuan
PAUDatau Satuan Pendidikan Non Formal PAUDSwasta
dengan iviekanisme Hibah, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

c. h"hw" h"rrl"""rk"n p"rtimh"ng"n ""h"g"im"n"
dirnaksud dalam huruf a dan b serta sesuai ketentuan
Romawi V angka 13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, maka
dipandang periu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2017.
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagairnana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repu-blik Indonesia Tahun -1999 NorilOr75, Tarnbah.an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);

3. Undang-Uildang NOlll0r 31 Tahun 1999 tel1taIlg
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tarnbahan
Leu1.baran.Negara Republik Indonesia NOIT1.0r 3874),
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
NomOi 31 Ta.."'J."i..iTI 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomOi 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4286);

1 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tarnbahan Lembarari Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Periulbangan Keua..ngan Antara Penler.Liitah. P"Llsat dan.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoI' 4438);
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9. Undang-Undang l~omor 23 -rahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 5587) sebagaimana
te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Aias Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ieniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679 );

10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Ar1mini~trRRi PP.mP.rintRhRn fl.p.mh;:JTRn NP.P'"RTR Rp.nllhHk
------- .• -------"--- . --."------------ \-------~-. ---- ---0'-"" ......•. - -------

. Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 -rahun .2UUb tentang
Dana Petimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 45(5);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi KeL1Bnga.Il DaerB.h (LembBIan Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeloIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Siandar Peiayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoffifln PembinaB.!l dBn PengHwaSB.Il PenyelenggBraB.!l
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah ..... .4
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1'7. Peraturan Pemerintah Nomor ;j Tahun :4UU'I tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakiian Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4693);

18. Peraturan PemerintHh Nomor 39 Tab-un 2007 tentBng
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5104);

21. Peraturen Pemerlnta.h Nomor 19 TB.hun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4209);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelo1aan Sarang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

25. Peraturan Pemerintah 5
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor5887j;

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BarangjJasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010
tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelo1aan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tcntw.ig Pcrubahan Kcdua Atas Pcratu.ran r-v1:cntcri Dalam.
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
T.•..•A"' .•..•..,.~.; •...•'1"•...•1-..,., .•..• f')()11 1\T"' •.•..••...•_ 'J1f\\.
£ .••J..1".I.v.•..L••.•.~.La. J.c;u.. .•.••.•..J. .•. ""V..L.L ""V.U.J.V.L oJ.L""',

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
MenteriDalamNegeriNomor 16Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
2rnggaran ?endapa'tan dan Bclanja Daerah \Beri't.a Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor525;

29. Perat1.1ran Menten D8Ja.m Negeri Nomor 21 TBhun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Be1anja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensil
dan Dana Operasional;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20il
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari AnggaranPendapatan dan Beianja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
541);

31.Peraturan Menteri 6
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31. Peraturan Menten vaiam Negen Nomor 77 Tahun ~U14
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaiuran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1744);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor874);

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/SJ.
Tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah
Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan 01eh
Kabupaten atau Kota pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

35. Peraiuran Daerah Kabupaien Iviajalengka Nomor .2 Tahun
2009 tentang Pokok-PokokPengelo1aanKeuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
iviajw(;::llgka Tahull 2009 NUIllur 2;;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014
Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2016 Nomor 14)

MEMU'l'USKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN2017.

Pasa! I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati MajalengkaNomor 1Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2017 Nomor 1)diubah sebagai berikut:

1. Planlar-a !
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1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 dislslpkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A
sehingga berbunyi sebagal berikut:

Pasai lA

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai
berikui:
1. Pendapatan

a.. Setnula 1:)_ t) C'JC '7no "7C4 nl:"7 nl:
1'\1-1. ,.UuV.IVU.1VI.~u'.Vu

b. Bertambah (Berkurang) Rp.
Jumlah Pendapatan setelah

_ ~ '1__ 1__ ._

fJt:auua.ua1l

125.782.200.000,00
Rp. 2.762.490.961.957,05

2. Belanja
a. Semula Rp.
b. Bertarnbah (Berkurang) Rp.
Jumlah Belanja setelah
perubahan Surplus I(Defisit)
setelah perubahan

2.678.752.406.631,84
125.782.200.000,00

Rp.
Rp.

2.804.534.606.631,84
(42.043.644.674,79)

3. Pembiayaan

A.Penerimaan
1. Semula Rp. 42.043644.fi74,79
2. Bertarnbah(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Rp.
setelah Perubahan

B. Pengeluaran
1.Semula Rp. 0,00
2. Bertarnbah (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.
Sisa Lebih pembiayaan setelah perubahan Rp.

42.043.644.674,79

0,00
42.043.644.674,79

0,00

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A
dirinci lebih lanjut pada Lampiran LAdan 1.BPeraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A
adalah memuat perubahan penarnbahan anggaran dan penyesuaian
orogram/keciatan sehubungan dengan adanva dana Bantuan Ooerasional
Sek-;;lah'Pusat dan DAKNon Fisik BOP PAUDdalam APBD Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2017 yang dirinci lebih lanjut dalarn
Lampiran ItA Peraturan Bupati ini.

Pasal 11 8
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Pasaill

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

8UTRI8NO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 .laret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

~~

BERlTADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2017 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

GUN GUN M.D .• 8.H .• M.Pd
NIP. 196803271996031003
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